PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

a. bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota, wajib menyusun Rencana Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf

a tersebut diatas merupakan Rencana Kerja Tahunan
dari DPRD Kabupaten Katingan sebagai rencana
pendukung kebijakan, program kerja dan monitoring
kegiatan pembangunan di daerah;

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b

tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

11.

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S568);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022
Nomor 1).

Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan
Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

(Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor
664).

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026

Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2026 sebagaimana
terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 19 September 2025

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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